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BAB IV 

ANALISIS POSISI DOMINAN TERHADAP ALFAMART KEPRABON 

 

IV.1. Profil Pelaku Usaha 

IV.1.1. Alfamart Keprabon 

Alfamart Keprabon merupakan minimarket berjaringan yang dikelola oleh PT Sumber 

Alfaria Trijaya (perseroan). Skema berusaha Alfamart setidaknya terbagi menjadi 3 (tiga) jenis 

toko, yaitu toko reguler, toko waralaba, dan toko mitra. Toko reguler berarti toko tersebut secara 

kepemilikan dimiliki oleh perseroan. Sementara toko waralaba dimiliki oleh penerima waralaba. 

Pada waralaba Alfamart, umumnya penerima waralaba berstatus hukum sebagai Commanditaire 

Vennootschap (CV) atau persekutuan komanditer. Akan tetapi dari segi sistem bisnis tetap dari 

Alfamart, mulai dari sistem penjualan, standar operasional, karyawan, penentuan harga, jenis 

barang atau jasa yang ditawarkan, pasokan barang, dan lainnya. Selanjutnya dalam hal toko mitra, 

mirip dengan toko waralaba karena toko tidak dimiliki oleh Alfamart, melainkan tetap dimiliki 

oleh pihak yang berperan sebagai mitra Alfamart. Bentuk kemitraan yang dijalin Alfamart dalam 

skema toko mitra ini terbagi menjadi beberapa jenis. Mulai dari kemitraan yang terbatas pada 

pasokan barang saja, sampai dengan kemitraan yang dapat membuat Alfamart berhak menentukan 

standar tampilan toko milik mitra Alfamart. Dari berbagai skema usaha tersebut, Alfamart 

Keprabon sendiri termasuk dalam skema toko reguler. 

Alfamart Keprabon didirikan pada tahun 2014. Dalam menggunakan tempat usaha, 

Alfamart Keprabon melakukan perjanjian sewa dengan pemilik bangunan selama 5 (lima) tahun 

dan telah diperpanjang. Maka saat ini adalah periode kedua perjanjian sewa Alfamart Keprabon. 

Alfamart Keprabon beroperasi dengan luas lantai penjualan (tidak termasuk gudang) kurang lebih 

120 m2 dan jumlah barang dagangan kurang lebih 2000 item. Selanjutnya mengenai bentuk badan 

usaha Alfamart Keprabon, dikarenakan Alfamart Keprabon adalah toko reguler sehingga sama 

saja milik PT Sumber Alfaria Trijaya, maka termasuk perseroan terbatas. 

Dalam hal skala usaha, Alfamart termasuk dalam badan usaha dengan skala besar. 

yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha 
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keuangan tahunan Alfamart, bahwa hasil penjualan tahunannya pada tahun 2018 adalah 

Rp668.426.000.000 (enam ratus enam puluh delapan milyar empat ratus dua puluh enam juta 

rupiah).69 Maka, hasil penjualan tahunan Alfamart tersebut melebihi kriteria hasil penjualan 

tahunan sebagaimana ditentukan untuk usaha menengah, yaitu di atas Rp2.500.000.000 (dua 

milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).70 Dengan begitu, 

maka Alfamart Keprabon termasuk dalam usaha besar. Pengukuran skala usaha Alfamart 

Keprabon dengan menggunakan laporan keuangan Alfamart (PT Sumber Alfaria Trijaya) karena 

keduanya dianggap sebagai satu entitas secara ekonomi. Hal ini berdasarkan pada single economic 

entity doctrine yang menjelaskan bahwa satu perusahaan saling berkaitan dengan perusahaan lain, 

utamanya yang merupakan anak perusahaannya, secara ekonomi.71 Terlebih dalam hal Alfamart 

Keprabon ini memiliki satu kesatuan manajemen dan pendistribusian barang oleh PT Sumber 

Alfaria Trijaya. 

IV.1.2. Warung Pertiwi72 

Sebagai salah satu gambaran toko kelontong konvensional yang berada di Kecamatan 

Polanharjo yang sangat dekat dengan Alfamart adalah Warung Pertiwi. Warung Pertiwi ini 

merupakan badan usaha yang dimiliki secara perorangan. Pemilik warung ini adalah Ibu Pertiwi. 

Barang dagangan yang dijual di warung ini adalah sembako, produk makanan dan minuman dalam 

kemasan, rokok, dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Warung Pertiwi menjual dagangannya 

dengan cara eceran. Warung Pertiwi ini telah berdiri sejak tahun 1998, namun kala itu masih kecil. 

Kecil di sini maksudnya adalah barang dagangan yang dijual masih terbatas, tidak sebanyak 

sekarang. Warung Pertiwi berada di pinggir Jl. Delanggu-Cokro, Dukuh Sembungan, Desa 

Kebonharjo yaitu pada bangunan yang sekaligus menjadi rumahnya. Dikarenakan lokasinya yang 

cukup strategis, konsumen Warung Pertiwi tidak hanya warga di sekitarnya, tetapi juga dari 

                                                             
69 Laporan Keuangan Tahunan Alfamart pada Tahun 2018, diakses dari http://corporate.alfamartku.com/laporan-
keuangan-tahunan pada 26 Juni 2020. 
70 UU UMKM, Ps. 6 ayat (3) . 
71 Single Economic Entity
dan Syariah Vol. 9 No. 1 (2018): 2, diakses dari 
https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4a01601fb730011dd3a04/single-economic-entity-kajian-hukum-persaingan-
usaha-di-indonesia 
72 Informasi yang dipaparkan dalam tulisan ini mengenai Warung Ibu Pertiwi penulis dapatkan dari wawancara 
langsung dengan Ibu Pertiwi dan Bapak Doni (anak Ibu Pertiwi) pada 20 Juni 2020.  
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berbagai desa bahkan orang luar daerah yang sedang melewati jalan raya di depan warung tersebut. 

Mengenai stok barang dagangan, Ibu Pertiwi mendapatkannya dengan dua cara, yaitu belanja 

sendiri dan dengan dipasok dari pabrik tertentu. 

Selanjutnya mengenai skala usaha, Warung Pertiwi termasuk dalam usaha mikro. 

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU UMKM, bahwa kriteria usaha yang dapat dikatakan sebagai 

usaha mikro adalah yang mempunyai kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha) paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Selain itu, suatu usaha juga dapat 

dikatakan sebagai usaha mikro apabila hasil penjualan tahunannya paling banyak Rp300.000.000 

(tiga ratus juta rupiah). Berdasarkan keterangan yang diberikan, hasil penjualan bersih (dalam 

sebulan) warung Pertiwi tidak menentu, antara Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) jika sedang sepi, 

dan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) jika warungnya ramai. Maka, hasil penjualan dalam setahun 

kurang lebih Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) hingga Rp60.000.000 (enam puluh juta 

rupiah). Mengenai kriteria kekayaan bersih, tidak perlu dibuktikan karena secara gramatikal Pasal 

bersifat alternatif. Artinya, jika salah satunya telah terpenuhi, maka tidak ada kewajiban untuk 

membuktikan yang lainnya. Kemudian sejak berdirinya Alfamart di seberang warungnya, Ibu 

Pertiwi mengaku bahwa memang ada penurunan penjualan pada warungnya, meskipun tidak 

signifikan. Tidak sedikit konsumen yang biasanya belanja di warung Ibu Pertiwi beralih belanja 

di Alfamart. Kemudian warung Ibu Pertiwi berstrategi dengan memperpanjang jam buka 

warungnya. Alfamart Keprabon buka dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB. 

Sementara warung Ibu Pertiwi buka dari jam 06.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB.  

IV.2. Pendefinisian Pasar Bersangkutan 

Mengingat bahwa minimarket berjaringan maupun toko kelontong konvensional 

melakukan penjualan barang secara eceran serta ditujukan kepada konsumen akhir, maka kegiatan 

perdagangan ini dapat disebut sebagai bisnis ritel. Secara umum, bisnis ritel dibedakan menjadi 

dua jenis, yaitu ritel modern dan tradisional. Keduanya sama-sama menggunakan media berupa 

toko sebagai tempat berusaha.73 Akan tetapi dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 ritel tradisional 

hanya dituangkan dalam pengertian pasar tradisional. Ditentukan bahwa pasar tradisional 

                                                             
73 okus Ekonomi Vol. 6 No. 1 (2011): 124, 
diakses 19 Agustus 2020, https://stiepena.ac.id/wp-content/uploads/2012/11/pena-fokus-vol-6-no-1-122-133.pdf . 
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merupakan pasar yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMN dan BUMD 

termasuk kerjasama dengan swasta.74 Maka pengertian ini tidak mencakup adanya toko kelontong 

konvensional yang umumnya dimiliki sekaligus dikelola secara perorangan. Meskipun dalam 

pengertian pasar tradisional yang diberikan Perpres No. 112 Tahun 2007 tersebut menjelaskan 

bahwa tempat usaha pasar tradisional adalah toko, kios, los, dan tenda. Selain itu juga disebutkan 

tempat usaha tersebut dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat 

atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil. Akan tetapi pengertian pasar tradisional dalam 

Perpres No. 112 Tahun 2007 ini harus dibaca sebagai satu kesatuan. Maka tergambar bahwa pasar 

tradisional akan terletak pada satu tempat yang cukup besar dan di dalamnya terdiri dari berbagai 

pedagang kecil dengan toko, kios, los ataupun tenda sebagai tempat usaha. Kemudian satu 

kesatuan tersebut dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta BUMN dan BUMD. Jadi 

apabila terdapat pelaku usaha yang berdagang dengan tempat usaha berupa toko, tetapi tidak 

berada dalam lingkup pasar yang dikelola instansi tersebut, maka tidak termasuk sebagai pasar 

tradisional. 

Adapun perbedaan karakteristik antara ritel modern dengan ritel tradisional, yaitu sebagai 

berikut:75 

(Tabel 4) 
Perbedaan Ritel Modern dengan Ritel Tradisional 

Klasifikasi Ritel Modern Ritel Tradisional 

Kepemilikan Corporate Chain Store Independent store 

Penggunaan fasilitas  Alat pembayaran modern 

(komputer, kartu kredit, 

autodebet) 

 AC, Eskalator/Lift 

 Alat pembayaran tradisional 

(manual/kalkulator, cash) 

 Tangga, tanpa AC 

Promosi Ada Tidak ada 

Keuangan Tercatat dan dapat 

dipublikasikan 

Belum tentu tercatat dan tidak 

dipublikasikan 

Tenaga kerja Banyak Sedikit, biasanya keluarga 

Fleksibilitas operasi Tidak fleksibel Fleksibel 

                                                             
74 Perpres No. 112 Tahun 2007, Ps. 1 angka 2. 
75 Tri Joko Utomo, supra note 3, hlm. 126. 
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Selanjutnya dalam Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2005, pasar tradisional dan pasar modern 

dibedakan dengan rincian sebagai berikut:76 

(Tabel 5) 
Perbedaan Pasar Modern dengan Pasar Tradisional 

Klasifikasi Pasar modern Pasar tradisional 

Tawar menawar barang Tidak dapat Dapat 

Label harga pada barang Ada Tidak ada 

Pelayanan Konsumen memilih dan 

mengambil barang sendiri 

Konsumen tidak memilih dan 

mengambil barang sendiri 

Preferensi kenyamanan toko Menjadi pertimbangan bagi 

konsumen 

Tidak menjadi pertimbangan 

konsumen 

Display semua barang Semua barang di-display Tidak 

Pengelola Badan usaha dengan 

management yang teratur 

Pelaku usaha perorangan  

Pembayaran Tunai atau kredit Tunai 

Adanya perbedaan karakteristik antara pasar modern dengan pasar tradisional membuat keduanya 

tidak bersaing secara langsung.77 Pertanyaannya adalah bagaimana pengertian tidak bersaing 

secara langsung ini? 

Seperti yang telah dipaparkan dalam Bab III mengenai pasar bersangkutan, khususnya soal 

pasar produk, bahwa salah satu indikator untuk melihat apakah suatu produk sejenis atau saling 

substitusi dengan produk lain adalah dari karakteristiknya. Apabila karakteristik produk sama, 

maka dapat disimpulkan mereka sejenis atau substitusi satu sama lain. Begitu pula sebaliknya 

apabila karakteristiknya berbeda, maka tidak sejenis atau bukan substitusinya. Maka, mengingat 

karakteristik minimarket berjaringan sebagai ritel modern dengan toko kelontong konvensional 

sebagai ritel tradisional berbeda, dapat dikatakan bahwa keduanya tidak dalam pasar produk yang 

sama dari segi karakteristiknya. 

                                                             
76 Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2005, hlm. 59-60. 
77 Putusan KPPU NO. 02/KPPU-L/2005, hlm. 72. 
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Kemudian dari segi kegunaan, menurut Bapak Aru Armando78, toko kelontong 

konvensional merupakan pelengkap dari minimarket. Menurutnya, preferensi konsumen saat 

berbelanja dalam jumlah yang cukup besar, misalnya belanja untuk kebutuhan rumah tangga 

semala seminggu, mereka akan berbelanja di minimarket. Kemudian apabila dalam rentang waktu 

seminggu ada barang yang sudah habis tetapi belum waktunya berbelanja mingguan, maka ia akan 

membelinya di toko kelontong konvensional. Pilihan alternatif ini bisa diambil dengan berbagai 

pertimbangan, mayoritas karena jarak. Hal ini dikarenakan toko kelontong konvensional biasanya 

adalah usaha rumahan, sehingga lebih mudah diakses masyarakat sebagai konsumen. Dengan 

demikian maka toko kelontong konvensional bukanlah substitusi dari minimarket, melainkan 

adalah komplemen atau pelengkapnya.79 Maka, minimarket dengan toko kelontong konvensional 

tidak berada pada satu pasar bersangkutan yang sama berdasarkan pembatasan pasar produk. 

Selanjutnya karena dari segi pasar produk sudah berbeda, maka pasar geografis tidak bisa 

ditentukan karena penentuan pasar geografis adalah seluas jangkauan pemasaran produk (dalam 

hal ini jangkauan pemasaran kedua pelaku usaha).  

IV.3. Penentuan Posisi Dominan 

Dalam praktiknya, KPPU menentukan posisi dominan dengan mengacu pada Peraturan 

KPPU No. 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi 

Dominan. Pada penjelasan mengenai penentuan posisi dominan, disebutkan bahwa sepenuhnya 

mengacu pada Pasal 25 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999. Jadi posisi dominan ditentukan dengan 

melihat rasio pangsa pasar.80 Bagi satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, apabila 

penguasaan pangsa pasar mencapai 50% atau lebih, maka kondisi posisi dominan telah terpenuhi. 

Sementara bagi dua atau lebih pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha, presentase penguasaan 

pangsa pasar yang harus dicapai adalah 75% untuk disebut sebagai pemegang posisi dominan.  

Selanjutnya, UU No. 5 Tahun 1999 memberikan pengertian bahwa pangsa pasar 

merupakan presentase nilai jual atau beli dari barang atau jasa yang dikuasai oleh pelaku usaha 

pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.81 Jadi agar dapat menentukan penguasaan 

pangsa pasar, perlu ditentukan atau dilakukan pembatasan terlebih dahulu mengenai pasar 

                                                             
78 Kepala Kantor Wilayah III di Bandung Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 
79 Wawancara dengan Bapak Aru Armando pada 12 Agustus 2020 melalui Google Meet. 
80 Lampiran Peraturan KPPU No. 6 Tahun 2010, hlm. 25. 
81 UU No. 5 Tahun 1999, Ps. 1 angka 13. 
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bersangkutan. Para pelaku usaha yang akan turut dikaji adalah pelaku usaha yang termasuk sebagai 

pesaing dari pelaku usaha yang sedang dianalisis/diinvestigasi. Penentuan suatu pelaku usaha 

adalah pesaing atau bukan adalah terjadi sekaligus saat menentukan pasar produk dalam pasar 

bersangkutan. Dalam hal ini, sebagaimana telah dipaparkan dalam penentuan pasar bersangkutan, 

bahwa toko kelontong konvensional bukan pelaku usaha sejenis atau substitusi dari minimarket. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keduanya tidak bersaing secara langsung. Dengan demikian, 

tidak dapat dilakukan analisis mengenai ada atau tidaknya posisi dominan. Kemudian dikarenakan 

posisi dominannya tidak dapat diidentifikasi, maka tidak dapat dilanjutkan untuk mencari tahu 

mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan terhadap posisi dominan. 
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BAB V 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Pada regulasi nasional, minimarket tidak didefinisikan secara khusus. Definisi minimarket 

dapat ditemukan pada beberapa peraturan tingkat daerah. Salah satunya adalah Perda Klaten No. 

12 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

arket adalah sarana atau tempat usaha untuk 

melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada 

secara nasional (Perpres No. 112 Tahun 2007) dapat diketahui bahwa minimarket mempunyai 

kriteria sebagai berikut: 

a. Luas lantai penjualan kurang dari 400m2; 

b. Dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan; dan 

c. Memperdagangkan produk makanan dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. 

Pada Pasal 1 

minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui 

satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan 

ari pasal itu dapat disimpulkan bahwa minimarket yang berjaringan adalah 

minimarket yang mempunyai lebih dari satu gerai kemudian cabang-cabang gerainya tersebut 

dikelola dengan satu kesatuan sistem manajemen dan pendistribusian barang. Alfamart 

mempunyai 2 (dua) skema usaha berupa toko reguler dan toko waralaba yang keduanya dikelola 

secara kesatuan, baik dari segi manajemen, distribusi barang, penentuan harga, operasional toko 

dan karyawan. Maka dapat disimpulkan bahwa Alfamart merupakan minimarket berjaringan. 

 Dalam melangsungkan usahanya, Alfamart tidak hanya berhubungan dengan masyarakat 

sebagai konsumen, melainkan juga dengan para pelaku UMKM. Terutama dengan UMKM yang 

menjalankan usaha sebagai pedagang yang menjual makanan dan minuman dalam kemasan, 

sembako, dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari secara eceran. UMKM sendiri telah diatur 

melalui UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut ditentukan mengenai kriteria-

kriteria UMKM. Cara membedakan skala usaha dari yang mikro, kecil, menengah hingga besar 
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dilakukan dengan melihat kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunannya. Berikut adalah 

rinciannya: 

Jenis Usaha 
Kriteria 

Kekayaan bersih Hasil penjualan tahunan 

Mikro Paling banyak Rp50.000.000 (lima 

puluh juta rupiah) 

Paling banyak Rp300.000.000 (tiga 

ratus juta rupiah) 

Kecil Lebih dari Rp50.000.0000 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan 

Rp500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah) 

Lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan 

Rp2.500.000.000 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah) 

Menengah Lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan 

Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar 

rupiah) 

Lebih dari Rp2.500.000.000 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan Rp50.000.000.000 (lima 

puluh milyar rupiah) 

Besar Lebih dari Rp10.000.000.000 

(sepuluh milyar rupiah) 

Lebih dari Rp50.000.000.000 (lima 

puluh milyar rupiah) 

Berdasarkan kriteria tersebut, Alfamart Keprabon yang merupakan cabang dari Alfamart termasuk 

dalam usaha besar. Sementara warung Pertiwi termasuk dalam usaha mikro. 

Menjadi pelaku usaha dengan posisi dominan adalah hal yang tidak melanggar undang-

undang, terutama UU No. 5 Tahun 1999. Hal yang tidak diperbolehkan secara hukum adalah 

apabila terjadi adanya penyalahgunaan terhadap posisi dominan tersebut. Selanjutnya untuk 

melihat hubungan persaingan usaha antara keduanya dengan analisis posisi dominan, maka 

merujuk pada Pasal 25 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999. Bahwa penentuan posisi dominan dilihat 

dari besaran pangsa pasar suatu pelaku usaha pada pasar bersangkutan. Satu pelaku usaha atau 

kelompok pelaku usaha dapat dikatakan memiliki posisi dominan apabila menguasai pangsa pasar 

50% atau lebih pada pasar bersangkutan. Sementara untuk dua atau tiga pelaku usaha atau 

kelompok pelaku usaha, akan dinilai mempunyai posisi dominan apabila menguasai pangsa pasar 

sebesar 75% pada pasar bersangkutan. Maka sebelum menentukan atau menghitung pangsa pasar, 

harus terlebih dahulu menentukan adanya pasar bersangkutan. Pasar bersangkutan terdiri dari 

pasar produk dan pasar geografis. 
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Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Alfamart Keprabon sebagai minimarket berjaringan 

termasuk dalam ritel modern dan warung Pertiwi sebagai toko kelontong konvensional termasuk 

dalam ritel tradisional. Berdasarkan Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2005, disebutkan bahwa 

keduanya tidak bersaing secara langsung karena mempunyai karakteristik yang berbeda. 

Perbedaan karakteristik berakibat pada keduanya tidak sejenis atau tidak substitusi satu sama lain. 

Maka tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama. Kemudian, unsur penting dalam analisa 

posisi dominan adalah pelaku usaha berada pada pasar bersangkutan yang sama atau menjadi 

pesaing satu sama lain. Jadi, karena Alfamart Keprabon dengan toko kelontong (UMKM) di 

sekitarnya tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama, maka tidak bisa dilakukan analisis 

posisi dominan. 
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